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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sampah menduduki peranan penting dalam masalah pencemaran lingkungan 

hidup di kota-kota besar dunia dan juga di Indonesia. Manusia dengan kemajuan 

teknologinya telah dihadapkan pada masalah sampah yang berupa plastik. 

Tingginya pola konsumsi juga telah menambah produksi sampah. Di berbagai sudut 

kota, sampah yang menumpuk dan berbau merupakan pemandangan yang biasa 

ditemui setiap hari. Permasalah sampah dikawasan perkotaan disebabkan beeberapa 

parameter yang saling berkaitan, yaitu pertumbuhan penduduk, pertumbuhan 

ekonomi, pola konsumsi masyarakat, perilaku penduduk, kepadatan penduduk dan 

bangunan.Berbagai penanganan menumpuknya sampah di Indonesia dapat 

dikatakan mencapai tahap kritis. Terutama dalam hal ini adalah sampah plastik 

masih menjadi masalah besar bagi lingkungan meski itu plastik yang diklaim ramah 

lingkungan pun tidak akan terurai habis ditambah lagi apabila daya daur ulang alam 

tidak lagi mendukungnya. 

Jumlah limbah plastik di Indonesia terlalu banyak. Merurut Siti Nurbaya 

(Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) pertahunnya, masyarakat Indonesia 

menggunakan hampir 10 milyar lembar kantong plastik dan 95 persennya menjadi 

sampah. Fakta tersebut juga diperjelas dengan penelitian Jenna Jambeck seorang 

ahli lingkungan dari University of Giorgia, bahwa negara indonesia berada pada 

urutan kedua menyumbang sampah plastik terbanyak yang hanyut ke laut. 
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Hal inilah yang ditindaklanjuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan untuk mengurangi sampah plastik, yaitu dengan mengeluarkan 

kebijakan kantong plastik berbayar. Pemerintah mengeluarkan kebijakan kantong 

plastik berbayar agar konsumen mengurangi penggunaannya. Untuk 

mengendalikan jumlah plastik beredar, baik di sisi produsen maupun konsumen. 

Peritel yang selama ini dianggap sebagai salah satu produsen penyumbang plastik 

beredar di kota-kota besar. Gerai-gerai ritel di kota yang sudah diseleksi 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan meminta konsumen 

membayar sejumlah uang jika menginginkan kantong plastik, tapi sifatnya masih 

himbauan. Konsumen tak langsung wajib membayar, tetapi sambil sosialisasi dan 

edukasi dijalankan sehingga konsumen siap saat pembayaran diwajibkan.1 

Pemerintah Republik Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian 

Perdagangan, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Yayasan Lembaga 

Konsumen Indonesia (YLKI), Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH), dan 

Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik. 2Pembatasan kantong plastik adalah 

bagian dari penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 

Sampah khususnya pada pasal 19 dan pasal 20 mengenai penyelenggaraan 

pengelolaan sampah. Berikut pemaparannya:3 

 

                                                           
1 Kompas, 15 Januari 2016 
2 MNG Laporan Tahunana 2015 
3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan 

Sampah 
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Pasal 19 

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga terdiri atas: 

a. Pengurangan sampah; dan 

b. Penangangan sampah. 

Pasal 20 

Pengurangan sampah sebaagaimana dimaksudkan Pasal 19 huruf a meliputi 

kegiatan: 

a. Pembatasan timbulan sampah; 

b. Pendauran ulang sampah; dan/atau 

c. Pemanfaatan kembali sampah. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 pasal 1, sampah adalah sisa 

kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. 

Pengelolaan sampah dimaksudkan adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, 

dan  berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pasal 

2, berdasarkan sifat fisik dan kimianya sampah dapat digolongkan menjadi: 1) 

sampah ada yang mudah membusuk terdiri atas sampah organik seperti sisa 

sayuran, sisa daging, daun dan lain-lain; 2) sampah yang tidak mudah membusuk 

seperti plastik, kertas, karet, logam, sisa bahan bangunan dan lain-lain; 3) sampah 

yang berupa debu/abu; dan 4) sampah yang mengandung B3 (bahan berbahaya dan 
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beracun) bagi kesehatan, seperti sampah berasal dari industri dan rumah sakit yang 

mengandung zat-zat kimia dan agen penyakit yang berbahaya.4 

Terkait dengan ketentuan tersebut, dalam UU NO. 18 Tahun 2008 secara 

eksplisit juga dinyatakan, bahwa setiap orang mempunyai hak dan kewajiban dalam 

pengelolaan sampah. Dalam hal pengelolaan sampah pasal 12 dinyatakan, setiap 

orang wajib mengurangi dan menangani sampah  dengan cara berwawasan 

lingkungan. Masyarakat juga dinyatakan berhak berpartisipasi dalam proses 

pengambilan keputusan, pengelolaan dan pengawasan di bidang pengelolaan 

sampah. Tata cara partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat 

dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan tatanan sosial  budaya daerah 

masing-masing. Berangkat dari ketentuan tersebut, tentu menjadi kewajiban dan 

hak setiap orang  baik secara individu maupun secara kolektif, demikian pula 

kelompok masyarakat pengusaha dan komponen masyarakat lain untuk 

berpartisipasi dalam  pengelolaan sampah  dalam upaya untuk menciptakan 

lingkungan perkotaan dan perdesaan yang baik,  bersih, dan sehat.5 

Mengenai pengurangan sampah ini dapat dilihat juga dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 

dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. 

                                                           
4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan 

Sampah 
5ibid 
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Pengurangan sampah meliputi kegiatan:6 

a. Pembatasan timbulan sampah; 

b. Pendauran ulang sampah; dan/atau 

c. Pemanfaatan kembali sampah 

Pengurangan sampah kantong plastik ini sehubungan dengan pembatasan 

timbunan sampah. Dalam Penjelasan Pasal 11 PP 81/2012, disebutkan yang 

dimaksud dengan “pembatasan timbulan sampah” adalah upaya meminimalisasi 

timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk 

dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk 

dan/atau kemasan produk. 

Kemudian pada pasal 12-15 dijelaskan mengenai kewajiban produsen 

dalam pengurangan sampah, khususnya pada sektor ritel. Berikut pemaparannya:7 

Pasal 12 

Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan:  

a. Menyususn rencana dan/ atau program pembatasan timbulan sampah 

sebagai bagian dari usaha dan/ atau kegiatannya; dan/atau 

b. Menghasilakn produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai 

oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin. 

 

 

 

                                                           
6Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 

dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; 
7ibid 
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Pasal 13 

(1) Produsen wajib melakukan pendauran ulang samppah dengan: 

a. Menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha 

dan/ atau kegiatannya; 

b. Menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/ atau 

c. Menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur 

ulang. 

(2) Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), produsen “ dapat menunjuk pihak lain. 

(3) Pihak lain, dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), wajib memiliki izin usaha dan/ atau kegiatan. 

(4) Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, 

pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang pengawasan obat dan makan. 

Pasal 14 

Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan: 

a. Menyususn rencana dan/ atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai 

bagian dari usaha dan/ atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi 

pengelolaan sampah; 

b. Menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/ atau 

c. Menaarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna 

ulang. 
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Pasal 15 

(1) Penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat diurai oleh proses 

alam, yang menimbulkan sesedikit mungkin sampah, dan yang dapat didaur 

ulang dan/ atau diguna ualang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 sampai 

dengan pasal 14 dilakukan secara bertahap persepuluh tahun melalui peta jalan. 

(2) Pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup. 

(3) Dalam menetapkan peta jaalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menteri 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup berkoordinasi dengan menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan 

melakukan konsultasi publik dengan produsen. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penguraian sampah diatur dengan 

peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup setelah berkoordinasi dengan 

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindistrian 

dan melakukan konsultasi publik dengan produsen. 

Terkait dengan itu, kemudian dikeluarkan Surat Edaran Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan di bawah Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, 

dan Bahan Beracun Berbahaya (Nomor S .1230/P SLB3-PS/2016). Surat ditujukan 

kepada kepala daerah dan pelaku usaha, mengenai penerapan plastik berbayar di 

seluruh gerai pasar modern di Indonesia. Dalam surat edaran menteri tersebut 
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disepakati kantong plastik berbayar Rp200 sudah termasuk Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN). Surat edaran ini dikeluarkan terkait kebijakan diet kantong plastik 

untuk meminimalisir pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh sampah 

kantong plastik.8 

SE 1230/2016 itu menyebutkan bahwa ketentuan ini menindaklanjuti hasil 

pertemuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Badan 

Perlindungan Konsumen Nasional (“BPKN”), Yayasan Lembaga Konsumen 

Indonesia (“YLKI”), dan Asosiasi Pengusaha Ritel Seluruh Indonesia 

(“APRINDO”). Beberapa ketentuan dalam SE 1230/2016 ini antara lain:9 

1. Pengusaha ritel tidak lagi menyediakan kantong plastik secara cuma-cuma 

kepada konsumen. Apabila konsumen masih membutuhkan kantong plastik 

maka konsumen diwajibkan membeli kantong plastik dari gerai ritel.; 

2. Terkait harga kantong plastik, Pemerintah, BPKN, YLKI, dan APRINDO 

menyepakati harga jual kantong plastik selama uji coba penerapan kantong 

plastik berbayar sebesar minimal Rp 200,- per kantong sudah termasuk Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN); 

3. Harga kantong plastik akan dievaluasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

bersama APRINDO setelah uji coba berjalan sekurang-kurangnya 3 (tiga) 

bulan; 

                                                           
8 MNG Laporan Tahunan 2015 
9Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal 

Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor: 

S.1230/PSLB3-PS/2016 tentang Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik 

Berbayar 
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4. Terkait jenis kantong plastik yang disediakan oleh pengusaha ritel, Pemerintah, 

BPKN, YLKI, dan APRINDO menyepakati agar spesifikasi kantong plastik 

tersebut dipilih yang menimbulkan dampak lingkungan paling minimal dan 

harus memenuhi standar nasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau 

lembaga independen yang ditugaskan untuk itu; 

5. APRINDO menyepakati bahwa mereka berkomitmen mendukung kegiatan 

pemberian insentif kepada konsumen, pengelolaan sampah, dan pengelolaan 

lingkungan hidup melalui program tanggung jawab sosial perusahaan 

(Corporate Sosial Responsibility, CSR) dengan mekanisme yang akan diatur 

oleh masing-masing pengusaha ritel. 

6. Ketentuan ini juga berlaku untuk usaha ritel modern yang bukan anggota 

APRINDO. 

Sebelum SE 1230/2016, sudah ada surat edaran lain terkait penerapan 

kebijakan kantong plastik berbayar, yaitu Surat Edaran Direktorat Jenderal 

Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun KLHK Nomor: 

SE-06/PSLB3-PS/2015 tentang Langkah Antisipasi Penerapan Kebijakan Kantong 

Plastik Berbayar Pada Usaha Ritel Modern. Dalam surat edaran ini dijelaskan 

bahwa salah satu arah kebijakan Pemerintah dalam rangka pengurangan sampah, 

khususnya sampah kantong plastik, adalah penerapan kebijakan kantong plastik 

berbayar di seluruh gerai pasar modern di Indonesia. Kebijakan kantong plastik 
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berbayar merupakan salah satu strategi guna menekan laju timbulan sampah 

kantong plastik yang selama ini menjadi bahan pencemar bagi lingkungan hidup.10 

Sebanyak 23 pemerintahan kota berkomitmen menerapkan kebijakan kantong 

plastik berbayar. Komitmen tersebut tertuang dalam rapat bersama sejumlah wali 

kota. Mereka antara lain Jakarta, Bandung, Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang, Solo, 

Semarang, Surabaya, Denpasar, Palembang, Malang, Medan, Balikpapan, 

Banjarmasin, Makassar, Ambon, Papua, Jayapura, Pekanbaru, Banda Aceh, 

Kendari dan Yogyakarta.11Namun, hanya kota yang memenuhi kriteria yang bisa 

ikut serta dalam uji coba. Kriteria itu antara lain, punya regulasi daerah pembatasan 

kantong plastik, pelaku usaha bersedia, serta ada program sosialisasi dan edukasi 

publik. Salah satunya adalah kota Surabaya yang memiliki Perda  Nomor 5 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan.12 

Mengingat jumlah sampah plastik semakin bertambah, khususnya di Surabaya 

mencapai 30 persen dari seluruh volume sampah di Surabaya.13 Surabaya juga 

menjadi urutan kedua sebagai penyumbang sampah terbanyak di Indonesia sendiri. 

Seperti di kota-kota besar lainnya, Surabaya juga terdapat banyak toko ritel modern. 

Dimana toko ritel modern merupakan salah satu  penyumbang sampah kantong 

plastik, sebab semakin menjamurnya toko ritel modern memungkinkan sampah 

                                                           
10Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal 

Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor: SE-06/PSLB3-

PS/2015 tentang Langkah Antisipasi Penerapan Kebijakan Kantong Plastik Berbayar Pada 

Usaha Ritel Modern 
11http://www.menlhk.go.id/siaran-46-indonesia-bergerak-bebas-sampah-2020.html, 

diakses pada tanggal 10 Mei 2016 

12Kompas 15 Januari 2016 
13SurabayaSiap%20Terapkan%20Kebijakan%20Kantong%20Plastik%20Berbayar.html 

diakses pada 21 Maret 2016 

http://www.menlhk.go.id/siaran-46-indonesia-bergerak-bebas-sampah-2020.html
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yang sulit didaur ulang ini semakin menjadi momok bagi indonesia yang sudah 

termasuk negara kedua penyumbang sampah plastik di dunia. Di Surabaya sendiri 

terdapat 575 toko ritel modern, meliputi: minimarket, supermarket, hypermarket 

dan departemen store, serta terdapat 66 jenis minimarket, seperti (indomaret) yang 

menjadi fokus penelitian penulis. Berikut data jumlah minimarket (indomaret) yang 

ada di Surabaya: 

Tabel 1.1 

Jumlah Minimarket (Indomaret) di Surabaya  

 

No. Kecamatan Jumlah Minimarket (Indomaret) 

1 Sawahan 2 

2 Wonokromo 12 

3 Karangpilang 2 

4 Dukuh Pakis 7 

5 Wiyung 3 

6 Wonocolo 17 

7 Gayungan 19 

8 Jambangan 4 

 Jumlah 66 

Sumber: Diolah dari data arsip Dinas Perindustrian dan Perdagangan Surabaya Tahun 

2015-2016 

Dalam tabel di atas dijelaskan bahwa jumlah minimarket (Indomaret) yang 

yang menjadi fokus penelitian penulis sebanyak 66, yang terbagi antara lain, 

kecamatan Sawahan (2), kecamatan Wonokromo (12), kecamatan Karangpilang 

(2), kecamatan Dukuh Pakis (7), kecamatan Wiyung (3), kecamatan Wonocolo 

(17), kecamatan Gayungan (19), kecamatan Jambangan (4).  

Jika pada tahun 2015-2016 saja jumlah minimarket (Indomaret) yang berdiri di 

Surabaya sudah ada sebanyak itu, bagaimana jika beberapa tahun kemudian. Bisa 

dibayangkan berapa jumlah sampah kantong plastik yang terpakai dan terbuang 

pada setiap harinya. 
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Demikian dari data tersebut maka penulis mencoba meneliti seberapa jauh 

besar pengaruh pembatasan penggunaan kantong plastik teradap efektivitas 

penggunaan kantong plastik ibu rumah tangga di Surabaya. Dimana peneliti lebih 

menitik beratkan pada konsumen ibu rumah tangga yang ada di Surabaya. Oleh 

karena itu penulis mengambil sebuah judul “Pengaruh Efektivitas Kebijakan 

Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Terhadap Penggunaan Kantong Plastik 

Ibu Rumah Tangga di Surabaya”.  

B. Rumusan Masalah 

Setelah mengamati latar belakang yang diuraikan, penulis merasa tertarik 

untuk membahas persoalan di atas dengan fokus permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana efektivitas kebijakan kantong plastik berbayar terhadap 

penggunaan kantong plastik ibu rumah tangga di Surabaya? 

2. Bagaimana respon ibu rumah tangga tentang kebijakan pembatasan 

penggunaan kantong plastik? 

3. Seberapa besar pengaruh efektivitas kebijakan kantong plasik berbayar 

terhadap penggunaan kantong plastik ibu rumah tangga di Surabaya? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam setiap penelitian atau pembahasan suatu ilmu pengetahuan pasti 

didasarkan pada suatu tujuan dan maksud tertentu. Maka dalam penulisan skripsi 

ini mempunyai tujuan untuk:  
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1. Menganalisis efektivitas kebijakan kantong plastik berbayar terhadap 

penggunaan kantong plastik ibu rumah tangga di Surabaya. 

2. Mendeskripsikan respon ibu rumah tangga tentang kebijakan pembatasan 

penggunaan kantong plastik. 

3. Menganalisis seberapa besar pengaruh efektivitas kebijakan pembatasan 

penggunaan kantong plastik terhadap penggunaan plastik ibu rumah tangga di 

Surabaya. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berhubungan dengan tujuan penulisan di atas maka penulis paparkan bahwa 

manfaat dari penulisan ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Dari segi teoritis penulisan ini merupakan kegiatan dalam rangka 

mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya wacana politik terutama dalam 

proses kebijakan Publik. Secara akademis penulisan ini diharapkan mampu 

memberi sumbangan kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 

sebagai bahan bacaan yang bersifat ilmiah dan sebagai kontribusi khazanah 

intelektual. 

2. Manfaat Praktis 

Sedangkan dalam segi praktis penulisan ini diharapkan mampu 

meningkatkan pemahaman mengenai pengaruh kebijakan kantong palstik 

berbayar terhadap penggunaan kantong plastik. Manfaat lain dari riset ini bagi 
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mahasiswa adalah memberikan landasan berpikir, standarisasi, pentahapan dan 

implementasi dalam hal pentingnya pemahaman tentang penggunaan plastik. 

 

E. Batasan Masalah 

Untuk mempermudah dalam memahami penulisan ini, penulis perlu untuk 

memberikan batasan masalah pada judul “Pengaruh Efektivitas Kebijakan 

Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik Terhadap Penggunaan Kantong Plastik 

Ibu Rumah Tangga di Surabaya”, yaitu sebagai berikut : 

1) Indomaret adalah jaringan peritel waralaba di Indonesia. Indomaret merupakan 

jaringan minimarket yang menyediakan kebutuhan pokok dan kebutuhan 

sehari-hari dengan luas penjualan kurang dari 200 M2.14 Adapun alasan penulis 

memilih indomaret adalah berdasarkan data yang didapat dari Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Surabaya menunjukkan bahwa dari 575 ritel di 

Surabaya, indomaret paling banyak jumlahnya. Berikut datanya: 

Tabel 1.2 

Data Ritel di Surabaya 

NO TOKO SWALAYAN BERITA ACARA 

1 Alfamart 170 

2 Indomaret 279 

3 Alfa Midi 50 

4 Circle K 1 

5 Bilka 1 

6 Carrefour 6 

7 Chicco 1 

8 Lotte Mart 2 

9 Papaya 3 

10 Super Indo 15 

                                                           
14http://id.wikipedia.org/wiki/indomaret diakses pada 19 April 2016.   

http://id.wikipedia.org/wiki/indomaret
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11 Toko Rachmat 1 

12 SOGO 2 

13 Green Grocer Indonesia 1 

14 Pakuwon City 1 

15 Ranch Market 2 

16 Vanilla 1 

17 Palapa Supermarket 1 

18 Giant 10 

19 City Mart 3 

20 Toserba Remaja 3 

21 Matahari Dept Store 6 

22 Toeng Market 2 

23 Hypermart 4 

24 Foodmart 1 

25 
Surabaya Mercusuar 

Indonesia 
1 

26 Hartani 1 

27 Indo Grosir 1 

28 Hero Supermarket 2 

29 Toko Dharmahusada 1 

30 Widira Minimarket 1 

31 Mitra 10 1 

32 Kitchen Makmur 1 

TOTAL 575 

 Sumber: Diolah dari data arsip Dinas Perindustrian dan Perdagangan Surabaya Tahun 

2015-2016 

2) Adapun yang termasuk wilayah Surabaya yang menjadi fokus penelitian 

penulis meliputi Kecamatan Wonokromo, Kecamatan Wonocolo, Kecamatan 

Wiyung, Kecamatan Karangpilang, Kecamatan Jambangan, Kecamatan 

Gayungan, Kecamatan Dukuh Pakis, Kecamatan Sawahan.15Alasan penulis 

meneliti di daerah tersebut karena di daerah yang disebutkan di atas banyak 

terdapat pusat perkantoran dan bangunan tinggi misalnya di daerah Darmo 

(kecamatan Wonokromo) dan di Ahmad Yani (kecamatan Wonocolo), serta 

                                                           
15Sumeber dari Badan Pusat Statistik Surabaya Tahun 2015 
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banyak kawasan industri salah satunya adalah di kecamatan Karangpilang serta 

banyaknya jumlah indomaret yang bediri dibandingkan daerah lainnya. 

 

F. Variabel dan Indikator Variabel 

Pada penelitian kuantitatif terdapat dua variabel, yaitu variabel 

bebas/independen (variabel X) dan variabel terikat/dependen (variabel Y).16 Dalam 

penelitian ini variabel X membahas mengenai efektivitas kebijakan pembatasan 

penggunaan kantong plastik sedangkan variabel Y membahas tentang penggunaan 

kantong plastik ibu rumah tangga di Surabaya. Adapun indikator dari masing-

masing variabel tersebut adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 1.2 

Variabel dan Indikator Variabel 

 
VARIABEL X 

(Efektivitas Kebijakan Pembatasan 

Penggunaan Kantong Plastik) 

VARIABEL Y 

(Penggunaaan Kantong Plastik Ibu 

Rumah Tangga Di Surabaya) 

1. Teori Efektivitas 

a. Pemahaman Program 

b. Tepat Sasaran 

c. Tepat Waktu 

d. Tercapainya Tujuan 

e. Perubahan Nyata 

1. Pemahaman ibu rumah tangga 

Terhadap Kebijakan Pembatasan 

Penggunaan Kantong Plastik 

2. Respon ibu rumah tangga terhadap 

kebijakan pembatasan penggunaan 

kantong plastik 

a. Respon Positif 

Respon Negatif 

 

 

                                                           
16Sugiyono, Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung:Penerbit 

Alfabeta, 2008) hal 11 
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G. Definisi Operasional 

Untuk mempermudah dan membatasinya, variabel-variabel yang diteliti perlu 

didefinisikan secara operasional. Adapun definisi operasional dari masing-masing 

variabel adalah sebagai berikut: 

a. Kebijakan Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik (kantong plastik 

berbayar) adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan yang menghimbau agar konsumen membayar sebesar 

Rp 200,00 untuk satu lembar kantong plastik setiap kali berbelanja di 

minimarket atau supermarket. Penerapan kebijakan kantong plastik berbayar 

ini merupakan bagian dari uapaya menjalankan UU Nomor 18 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan Sampah, khususnya pada pasal 12-15 mengenai kewajiban 

produsen dalam pengurangan sampah, khussnya pada sektor ritel serta 

Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah 

Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. 

b. Konsumen Ibu Rumah Tangga adalah ibu rumah tangga yang berbelanja. 

Dalam penelitian ini ibu rumah tangga yang berbelanja di indomaret. 

Dari pengertian kata-kata di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan Pengaruh Efektivitas Kebijakan Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik 

Terhadap Penggunaan Kantong Plastik Ibu Rumah Tangga Di Surabaya adalah 

keterkaitan atau pengaruh efektivitas kebijakan pembatasan penggunaan kantong 

plastik terhadap penggunaan kantong plastik ibu rumah tangga di Surabaya. 
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H. Sistematika Pembahasan 

Untuk membahas persoalan/tema ini secara sistematis, maka penulis 

menguraikan sistematika pembahasan dalam penelitian ini menjadi: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini mengawali seluruh rangkaian pembahasan yang terdiri dari: 

Terdiri dari Judul, Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan 

penelitian, Manfaat penelitian, Batasan penelitian, Definisi oprasional dan 

Sistematika pembahasan. 

BAB II : KAJIAN TEORI 

Bab ini berisi penjelasan tentang (Kajian konseptual, Kajian Teori, Teori, 

Hipotesis, Kerangka berfikir, Penelitian Terdahulu), penulis menyajikan 

hal-hal kajian kepustakaan konseptual yang mengangkut tentang 

pembahasan dalam penelitian. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini dipaparkan penjelasan secara rinci tentang pendekatan, jenis 

dan sumber data, teknik analisa data dan teknik pengumpulan data, 

populasi dan sampel. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN 

Pada bab ini akan membahas mengenai deskripsi lokasi penelitian, 

karakteristik responden, dan analisis data dan pengujian hipotesis 
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BAB V : PEMBAHASAN DAN DISKUSI HASIL PENELITIAN 

Pada bab ini nantinya akan menganalisis tentang tingkat efektivitas 

penggunaan kantong plastik ibu rumah tangga di Surabaya, dan pengaruh 

kebijakan pembatasan penggunaan kantong plastik ibu rumah tangga di 

Surabaya.  

BAB VI : PENUTUP 

Pada bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 


